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Abstrak
 

Meleasing pesawat terbang dari perusahaan leasing asing merupakan salah satu cara yang efektif bagi PT.

Garuda Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan armada pesawatnya guna menunjang

pembangunan nasional sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah sendiri belum

mengizinkan adanya cross border leasing yang melibatkan perusahaan leasing asing. Hal ini dapat kita lihat

baik dari keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri Perhubungan yang mengharuskan adanya izin dari

menteri keuangan bagi lessor yang akan mengadakan perjanjian leasing dengan lessee di lndonesia.

Sehingga keabsahan dari perjanjian cross border leasing antara PT, Garuda Indonesia dan Elasis Leasing

S.A.R.L dapat dipertanyakan. Terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian leasing tersebut tujuan utama dari

penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau isi perjanjian leasing tersebut dari sudut hukum perdata

Indonesia. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 kitab

undang-undang hukum perdata. Disini penulis melihat bahwa perjarijian leasing yang dilakukan antara PT.

Garuda Indonesia dan Elasis Leasing merupakan pencerminan 1dari adanya asas kebebasan berkontrak yang

tercakup dalam pasal 1338 BW. Namun sayangnya asas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara

terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah

daripada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak

dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si lessor. Untuk itulah penulis

berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-

undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasioanal agar lembaga leasing ini

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesasaran hukum dan sosial budaya bangsa, Undang-Undang

Dasar 1945 dan Pancasila, terutama jika lessee Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing

tidak selalu harus menggunakan/mendasarkan perjanjian tersebut pada ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku di negara lessor tersebut,  karena kita pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai

leasing ini secara terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam bentuk perundang-undangan.

Sehingga tujun dari lembaga leasing untuk memberikan manfaat/keuntungan yang seimbang bagi para pihak

dapat terlaksana.
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